BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam

BAB I, maka penulis menyimpulkan bahwa:
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109 Pasal 13 dan Pasal 18, anak harus dilindungi hak-
haknya sebagai korban distribusi narkotika sehingga pihak yang harus
dikenai sanks pidana adalah orang yang melibatkan anak dalam
distribusi narkotika. Pihak yang bertanggungjawab secara hukum
dalam perkara pelibatan anak dalam distribusi narkotika pada praktek
baik di POLDA DIY dan di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah
anak itu sendiri sebagai pelaku distribusi narkotika dan orangtua yang
mempunyai kewajiban untuk ikut bersama melakukan rehabilitasi agar
anak segera lepas dari rasa trauma.

Asas kepentingan yang terbailk bagi anak yang dilibatkan dalam
distribusi narkotika belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, karena
hanya sebatas pada proses beracara (hukum formal) dengan
disediakannya departemen yang khusus menangani masalah anak di

instansi kepolisian yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di
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POLDA DIY untuk meindungi hak-hak anak; adanya sistem
persidangan tertutup bagi kasus anak dan pengambilan vonis yang
mempertimbangkan masa depan anak sebagai usaha penegak hukum
untuk turut serta melindungi hak anak sebagai generasi penerus

bangsa.

Permasalahan yang berkaitan dengan anak, maka harus diselesaikan
oleh lembaga yang berwenang seperti Departemen anak, penyidik
anak di POLDA DIY yang secara khusus diberi wewenang untuk
melindungi hak anak.

Pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai semangat yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109 untuk melindungi hak-hak anak.

Tindakan untuk anak seharusnya berupa rehabilitasi dan bukan pidana

penjara atau vonis bersalah bagi anak.
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